
SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILII{AN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

PUTUSAN

Nomor Register: OO1/PS.REG /6363U^T /I/2O24

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah rnemeriksa dan memutus

penyelesaian Sengfteta Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai

berikut:

Menirnbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah

mencatat dalarn Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pernilu,

Perrnohonan dari:
1. a. Nama : Jainuddin, S.Sos

b. Pekerjaan I Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

c. Kewarganegaraan : Indonesia

d. Alamat

c. Kewarganegaraan

d. Alamat

: Ahmad Riduan, SE

: Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

: Indonesia

Dalam hat ini bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, sebagai peserta pemilu Kabupaten Hulu Sungai

Tengah yang di rugikan secara langsung akibat dikeluarkannya
keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tenga} dalanrr hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : O7O/E,X/ DPC-HST/1/2C24

tanggal 6 Januari 2024.

1. Mukhtar Yahya Daud, SH, MH
2. H. Syahrudin, SH
3. Ritawati , S.Ag
4. Jainah , S.Ag, SH
5. Mustakim Aulawi, SH

2. a. Nama

b. Pekedaan / Jabatan
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kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Dewan

Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi

Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani Km.6, Komp. Perwira, No. 1 1, Kelurahan

Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,

Kalimantan Selatan 70249. Email: Sekretariat_dpwpppkalsel@yahoo.co.id

baik sendiri sendiri atau bersama sama bertindak untuk dan atas narna

pemberi kuasa selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berkedudukan Berkantor di Jalan Pangeran Antasari Nomor 13 Kecamatan

Barabai Telepon (0517) 41015. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 8 Januari 2024 dan diterima oleh

Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta dicatat dalam Buku Register

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 9 Januari

'2024 dengan Nomor Register : OOl/PS.REG 1636307 lIl2O24.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi Para Pihak;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah rnengajukan permohonan

penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Register:

OO1/PS.REG/6363OT 1112024. tanggal 9 bulan Januari Tahun 2024

dengan permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan KPU

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 21O Tahun 2023 tentang Daftar

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu
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Sungai Tengah dan Berita Acara Nomor: I lPL.Ol.4-B,Al 6307 12024

tentang Rapat Pleno pembatalan dengan pencoretan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024, atas nama saudari Satrina

Wahyuni, S.Pd dari Partai Persatuan Pembarlgunan (PPP) dari Dapil

Hulu Sungai Tengah 4 (empat) Kecamatan Pandawan dan Labuan Amas

Utara Nomor Urut 2 (dua);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan

agar atas nama yang bersangkutan dikembalikan pada Daftar Calon

Tetap DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilihan umum

tahun 2024;

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan KPU

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 21O Tahun 2023 tentang Daftar

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Tengah dan Berita Acara Nomor: I |PL.OL.4-BA|63OT 12024

tentang Rapat Pleno pembatalan dengan pencoretan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024, atas nama saudari Satrina

Wahyuni, S.Pd dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Dapil

Hulu Sungai Tengah 4 (empat) Kecamatan Pandawan dan Labuan Amas

Utara Nomor Urut 2 (dua). (Vide bukti P-l dan P-2) atas kejadian

tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah merasa dirugikan

dengan keluarnya surat keputusan tersebut, padahal saudari Satrina

Wahyuni,S.Pd sudah berupaya memenuhi dan melengkapi semua

persyaratan yang diperlukan;

Bahwa saudari Satrina Wahyuni telah membuat surat pengunduran diri
pada tanggal 22 Juni 2023 sebagai Anggota BPD Desa Mahang Sungai

Hanyar Kecamatan Pandawan dengan menyerahkan surat tersebut

kepada Ketua BPD desa Mahang Sungai Hanyar; (Vide bukti P-4)

Bahwa pada tanggal 22 Juni tahun 2023, Ketua BPD Desa Mahang

Sungai Hanyar membuat undangan rapat untuk mengundang seluruh

Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar untuk melaksanakan

musyawarah terkait surat pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni,

S.Pd. yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023 (Vide

bukti P-5) dan dalam musyawarah itu seluruh peserta rapat menyetujui

a
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pengundurarl diri yang bersangkutan serta dibuatkan notulensi dan

berita acaranya; (Vide bukti P-6 dan P-8)

Bahwa berkas musyawarah BPD Desa Mahang Sungai Hanyar terkait
pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni S.Pd di antar oleh Ketua

BPD Desa mahang Sungai Hanyar ke Kantor Kecamatan Pandawan

untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaarl Masyarakat dan Desa

Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 saudari Satrina

Wahyuni,S.Pd meminta surat tanda terima berkas pengunduran diri

dari Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

sebagai tanda bukti bahwa surat pengunduran diri sudah di dinas

tersebut, karena untuk melengkapi persyaratan sebagai bakal calon

Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil 4 (empat)

Kecamatan Pandawan dan Kecamatan Labuan Amas Utara Nomor Urut

2 (dua), sebelum ada surat keputusan pemberhentian diri dari Bupati

Kabupaten Hulu Sungai Tengah; (Vide bukti P-11)

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023, saudari Satrina Wahyuni

menyampaikan surat permohonan tindak lanjut atas pengajuan

pengunduran diri kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (Vide

bukti P-7) namun sampai tanggal 7 Januari 2024 belum ada tanggapan

atau balasan dari Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 , Ketua Dewan

Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipanggil salah satu Komisioner KPU

Kabupaten Hulu Sungai Tengah saudara Anur Rijali terkait keluarnya

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :

1427 IPL.O1.4-SD/OS I 2023 perihal keputusan tentang pemberhentian

calon dan pencoretan DCT. (Vide bukti P-lO) terkait ini Ketua Dewan

Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Jainuddin, S.Sos memberikan

keterangan bahwa SK Pemberhentian saudari Satrina Wahyuni,S.Pd

masih dalam proses, di surat pengunduran diri sudah di register oleh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai

Tengah pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 yang lalu. Pada saat itu
juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah di berikan file
Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
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1035/PL.01.4-SD/OS I 2023 yang dikeluarkan tanggal 25 Desember

2023 serta penjelasan terkait isi suratnya, mendengar penjelasan itu
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkejut karena sebelumnya tidak
pernah mengetahui isi surat Nomor: 1O35/PL.O1.4-SD/OSl2023

tersebut. (Vide bukti P-9)

Bahwa karena masih ada waktu maka, ketua Dewan Pimpinan Cabang

(DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai

Tengah, bersama Saudari Satrina Wahyuni,S.Pd, dan H.Husni Tamrin

Caleg Partai Golkar, serta Suhaimi Sekretaris DPD Partai GOLKAR

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Hari Senin, 4 Desember 2023 bertemu

dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Hulu Sungai Tengah, menanyakan terkait proses surat pemberhentian

saudari Satrina Wahyuni,S.Pd sampai di mana?. jawaban Kepala dinas

Pemberdayaan Masyrakat dan Desa Bapak H.M.Fajaruddin,ST adalah

bahwa berkas saudari Satrina Wahyuni,S.Pd sudah di teruskan ke

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selanjutnya untuk
di proses lebih lanjut, setelah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah lanjut ke Pemda untuk
menghadap Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Karena Bupati

pada saat itu tidak berada di kantornya, kami menghadap bertemu

Sekda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bapak M.Yani. dalam penjelasan

Bapak Sekda pada waktu itu SK pemberhentian saudari Satrina

Wahyuni, S.Pd sudah di atas meja Bupati Kabupaten Hulu Sungai

Tengah tapi tidak ada di tanda tangani;

Bahwa upaya Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saudari

Satrina Wahyuni,S.Pd untuk mendapatkan SK pemberhentian sebagai

Anggota BPD sudah di lakukan, baik mendatangi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Sekda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terrrs

dilakukan sampai saat ini, namun tidak ada hasil;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 jam 12.OO Wita, Ketua

dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertemu dengan

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah bapak

Ardiansyah dan Anur Rijali membicarakan tentang SK pemberhentian

saudari Satrina Wahyuni, S.Pd yang belum ada kejelasan dan juga
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penyampaian rencana pleno terkait penetapan perubahan DCT Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

dalam pemilihan umum tahun 2024 yang akan di laksanakan KPU

Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 saudara Anur Rijali

Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghubungi Ketua

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memberitahukan hasil pleno

KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pukul 14.OO WITA,

selanjutnya Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

mendatangi Kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk
mendengarkan penjelasan dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten

Hulu Sungai Tengah terkait hasil pleno yang sudah di laksanakan.

tetapi karena berkas Berita Acara belum selesai, maka lewat surat

undangan penyerahan hasil Berita Acara di lakukan pada hari Jum'at

tanggal 05 Januai 2024;

Bahwa pada Hari Jum'at 05 Januari 2024 Ketua dan Sekretaris Dewan

Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Jam 14.30 WITA ke kantor KPU

Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menghadiri penyerahan SK KPU

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 dan Berita Acara

Nomor: L|PL.OL.4-BA|63O7 12024. Penyerehan berkas oleh anggota

KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kepada Ketua Dewan Pimpinan

Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu

Sungai Tengah. (Vide bukti P-1 dan P-Z);

Bahwa Setelah menerima berkas SK KPU Kabupaten Hulu Sungai

Tengah Nomor 1 Tahun 2024 dan Berita Acara pleno terkait SK

pembatalan calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari

DCT dan Berita Acara. (Vide bukti P-l dan P-2) Ketua berkoordinasi

dengan Sekretaris DPW PPP Kalimantan Selatan dan LKBH DPW PPP

Kalimantan Selatan, maka akan menempuh langkah proses sengketa

pemilu tahun 2024 ke Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Petiturn

Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas Pemohon memohon

kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memeriksa dan

memutuskan Permohonan Sengketa Proses ini, sebagai berikut :
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 04 Januari 2024, tentang Perubahan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai

Tengah Nomor 210 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

dalam pemilihan umum tahun 2024;

3. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) Kabupaten Hulu Sungai

Tengah untuk menetapkan keputusan yang memuat saudari Satrina

Wahyuni S.Pd Caleg DPRD Dapil HST 4 (empat) Kecamatan

Pandawan dan Labuan Amas Utara Nomor Urut 2 (dua), Kabupaten

Hulu Sungai Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk

melaksanakan putusan ini; dan

5. Menghukum Termohon (KPU) untuk membayar kerugian Pemohon

baik secara materi maupun In Materiil sebesar Rp.15.750.000.000

(lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus

dibayar oleh Termohon dengan mata uang yang sah, secara

tunai/sekaligus dan akibat hukumnya.

B. JAWABAN TERMOHON.

A. Jawaban Termohon

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
penyelenggaraan pemilihan Llmrlm tahun 2024 tanggal 1 Mei

2023 sampai dengan 14 Mei 2023 adalah tahapan pengajuan

bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

hal ini ditindaklanjuti dengan pengumuman oleh KPU

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 169 /PL.OL.4-
Pu/63O7 /2023 tentang pengajuan bakal calon Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah untuk pemilu serentak tahun 2024 (Vide bukti T-1),

yang diumumkan di web dan media sosial resmi KPU

Kabupaten Huh: Sungai Tengah serta media cetak;

- Bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan
penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten

Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023

sampai dengan 14 Mei 2023 pukul 23.59 WITA;
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Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada

tanggal 13 Mei 2023 pukul 15.35 WITA mengajukan bakal
calon Anggota DPRD yang berisikan dokumen bakal calon

sejumlah 30 orang yang terbagi dalam 5 (lima) daerah
pemilihan (dapil) dan diberikan tanda terima serta Berita
Acara Nomor: 94 (PL.OL.4-BA/6307 /2023 tentang
penerimaan pengajuan bakat Calon Anggota DPRD Kab/Kota
dalam pemilihan umum tahun 2024. (Vide bukti T-Zl;

Bahwa pada pengajuan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu
Sungai Tengah terdapat narna bakal calon saudari Satrina
Wahyuni, S.Pd pada Dapil 4 (empat) Nomor urut 2 (dua);

Bahwa seluruh dokumen yang diajukan oleh partai politik
dilakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal

calon dari tanggal 15 Mei s.d. 23 Juni tahun 2023 dengan

hasil atas narna saudari Satrina Wah5runi, S.Pd ditetapkan

dengan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) disebabkan

tidak membubuhkan tanda centang pada surat pernyataan

pencantuman gelar dan tidak memuat surat keterangan

laboratorium pemeriksaan NAPZA kemudian hal ini
dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 129 /PL.OI .4-

BA/63o-7 /2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen
persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kab/Kota untuk
pemilu tahun 2024. (Vide bukti T-S);

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, untuk melakukan perbaikan dokumen yang

masih belum memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Hulu
Sungai Tengah memberikan waktu untuk melakukan
perbaikan di tahapan pengajuan perbaikan dokumen
persyaratan bakal calon pada tanggal 25 Juni 2023 sampai

dengan 9 Juli 2023;

Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan

Pembangun€rn (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

B
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melakukan pengajuan perbaikan tanggal 8 Juli 2C23 pukul
ll.l7 WITA dan diberikan tanda terima serta Berita Acara
Nomor: 133/PL.Ol.4-BA/ 6307 /2023 tentang Penerimaan
pengajuan perbaikan bakat Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2024. (Vide

bukti T-+l;

Bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan
verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen
pengqjuan perbaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai

Tengah dalam rentang waktu 10 Juli 2023 sampai dengan 6
Agustus 2023 dengan hasil Memenuhi Syarat (MS). untuk
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah hasil
tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor:

174 /PL.OL.4-BA/63O7 /2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang
Hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan

bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Dewan

Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (Vide bukti T-S);

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2O23 KPU Kabupaten Hulu
Sungai Tengah melakukan percermatan Daftar Calon

Sementara (DCS) dan menetapkan Berita Acara pencermatan

DCS untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten

Hulu Sungai Tengah dengan Nomor: 2O8 /PL.OI.4-
BA/63o-7 /2023 tentang Hasil verifikasi administrasi dokumen
persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada

masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).

(Vide bukti T-O);

Bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan

DCS tanggal 18 Agustus 2023 dengan mengeluarkan Berita
Acara Nomor: 2lO /PL.O 1 .4-BA / 63o^7 12023 tentang Penetapan

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan

Ratryat Daerah Kab/Kota Hulu Sungai Tengah dalam

pemilihan umum tahun 2024 yang kemudian dituangkan
kedalarn Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Hulu Sungai Tengah Nomor 2O5 Tahtun 2023 tentang Daftar
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Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umrlm
tahun 2024, (Vide bukti T-7), kemudian KPU Kabupaten Hulu
Sungai Tengah mengumumkan di web resmi, media sosial

resmi, media cetak banjarmasin post dan radio dirgahayu
selama 5 (lima) hari berturut-turut;
Bahwa pada masa tanggapan masyarakat mulai tanggal 19

Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2O23 untuk Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai

Tengah tidak terdapat tanggapan masyarakat.

Bahwa pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon

Tetap (DCT) tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober

2023 terbit Surat Dinas KPU RI Nomor: 1O35/PL.O 1.4-

SD/O5/2O23 tanggal 25 September 2023 perihal koordinasi

status pekerjaan calon pada DCS dengan pekedaan wajib

mundur dengan isi surat sebagai berikut:
L. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1O Tahun 2023

tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Ralqrat,

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten/Kota, rnenyatakan

bahwa bakal calon yang memiliki status sebagai:

a. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, Prajurit
TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Direksi, Komisaris, Dewan pengawas dan kar5rawan

pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang

anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan

b. Kepala desa, perangkat desa, atam anggota Badan

Permusyawaratan Desa harr-s menyerahkan keputusan
pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa

pencermatan rancangan DCT tanggal 3 Oktober 2023.

2. Berkenaan dengan hal tersebut angka 1 (satu), agar KPU

Provinsi /KlP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota melakukan

koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal

keputusan pemberhentian calon Anggota DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah

Daerah dimaksud;
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3. Apabila pada masa pencermatan rancang€rn DCT, calon
pada DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan
pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 1 (satu),

maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang

menyatakan keputusan pemberhentian dimaksud dan

berada di luar kemampuan calon, ditandatangani oleh

calon dan bermaterai cukup; dan

4. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga),

agar segera menya.mpaikan keputusan pemberhentian

apabila telah menerima keputusan dimaksud paling

lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan DCT Anggota

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.(Vide bukti T-

8);

Bahwa pada tanggal 1 Oktob er 2023 KPU Kabupaten Hulu
Sungai Tengah bersurat kepada Partai Golkar dan PPP

Nomor: 34O/PL.OI.4-SD /6307 /2O23 perihal klarifikasi status
pekerjaan wajib mundur bagi Bacaleg yang terindikasi
bertentangan deng€rn persyaratan pasal 11 ayat (1) huruf k, 1,

dan m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun
2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Ra1grat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Vide bukti T-g);

Bahwa berdasarkan surat undangan KPU Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor: 376/PP.O3.1-SD/63OT /2023 tanggal

30 Oktober 2023 perihal Rapat Koordinasi Finalisasi
Pengisian dan Verifikasi Data Calon Anggota DPRD

Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilu tahun 2024,

mengundang seluruh Partai Politik dan KPU Kabupaten Hulu
Sungai Tengah juga rnengingatkan kembali kepada Partai

Politik untuk memenuhi persyaratan dokumen wajib mundur,
khususnya untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas

narna saudari Satrina Wahyuni,S.Pd (Vide bukti T-1O);

Bahwa pada tanggal 3 November 2023 atas nalna saudari
Satrina Wahyuni,S.Pd dari Partai Persatuan Pembangunan
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(PPP) telah menyeratrkan Surat Pernyataan berdasarkan surat
dinas Nomor: 1O35/PL.O 1.4-SD /OS /2023 tanggal 25

September 2023, hal ini membuktikan bahwa sesunggtrhnya

yang bersangkutan mengetahui subtansi surat dinas seperti

tersebut diatas. (Vide bukti T-11);

Bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan

DCT pada tanggal 3 November 2023 melalui Berita Acara

Nomor 251 /PL.OI.4- BA/63o-7 /2023 tentang Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalarn pemilihan umum
tahun 2024 yang kemudian dituangkan ke dalam Keputusan

KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 21O Tahun 2023

tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam

pemilihan umum tahun 2024 (Vide bukti T-121, kemudian

KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengumumkan di web

resmi, media sosial resmi, media cetak radar banjarmasin dan

radio dirgahayu selama 1 (satu) hari pada tanggal 4 November

2023;

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 diterima Surat Dinas

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:

1427 /PL.O1-SD/OSl2023 perihal Keputusan tentang
pemberhentian calon dan pencoretan DCT yang mana

menyatakan apabila Bakal Calon yang termasuk kedalam

status pekerjaan calon dengan pekerjaan wajib mundur tidak
dapat menyerahkan keputusan terkait pemberhentiannya,

maka KPU Kabupaten/Kota membatalkan calon dengan

melakukan pencoretan pada DCT serta meminta KPU

Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan Partai

Politik di tiap tingkatan. (Vide bukti T-13) terkait hal tersebut

KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah langsung

menindaklanjuti sr.rat tersebut dengan menyarnpaikan surat
kepada PPP Nomor: 399 /PL.O I .4- Und / 63o-7 / 2023 tanggal 3

Desember 2023 perihal Undangan klarilikasi (Vide bukti T- 14)

dan kemudian dibuatkan Berita Acara Klarifikasi Nomor

Nomor: 257 /PL.O 1.4-BA /6307 /2023 tentang klarifikasi
perihal status pekerjaan calon pada Daftar Calon Tetap (DCT)
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,&, a

dengan pekerjaan wajib mundur dalam pernilihan umurn
tahun 2024. (Vide bukti T- 15);

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh

Anur Rijali Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Divisi Telrrris Penyelenggaraan kepada saudara Jainuddin,
S.Sos selaku Ketua Dewan Pirnpinan Cabang (DPC) Partai
Persatuan Pernbangun€m. (PPP) Kabupaten Hulu Sungai

Tengah yang dituangkan kedalarn Berita Acara Nomor:

257 /PL.OI.4-BA/6307 /2O23 tentang ldarifikasi perihal status
pekerjaan calon pada Daftar Calon Tetap (DCT) dengan

pekerjaan wajib mundur dalam pemilihan umum tahun 2024
dengan hasil klarilikasi bahwa atas nErma Satrina Wahyuni,

S.Pd.,

pengundur€u1 diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telatr diregister oleh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 16

Agustus 2023 dengan Nomor l4O / 174 /PD-DPMD/VIII / 2023
dan sampai klarifikasi dilakukan (tanggal 3 Desember 20231

SK pemberhentian yang dirnaksud yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah belum terbit;
Balrwa sehubungan dengan tanggal 2 dan 3 Desember 2023
adalah hari libur kerja, maka dalam rangka menindaklanjuti
Berita Acara klarifikasi tersebut pada hari Senin tanggal 4
Desember 2023 KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah

berkoordinasi dengan bersurat kepada Bupati Hulu Sungai

Tengah c.q. Selaetaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah dengan Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor: 4O3 /PL.O 1 .4-SD /63o-7 / 2023 perihal permohonan

konfirmasi Surat Keputusan Pemberhentian dari
Ketua/Anggota BPD atas nama H.Husni Thamrin dan Satrina
Wahyuni,S.Pd dengan isi surat berupa permohonan informasi

dan konfirmasi terkait Surat Keputusan pernbertrentian atas

n€una tersebut diatas. (Vide bukti T-16);

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2C23 Anggota

KPU Kabupaten HuIu Sungai Tengah atas nama Anur Rijali

dan Siswandi Reya'an rnelakukan audiensi dengan Sekretaris

13
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a.

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka
koordinasi sekaligus mengkonfirmasi terkait perkembangan
permohonan surat keputusan pemberhentian dari
Ketua/Anggota BPD atas n€una Satrina Wahyuni,S.Pd. (Vide

bukti T-t7l;
Bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 5
Desember 2023 melakukan rapat pleno yang dituangkan
kedalam Berita Acara Nomor 259 /PK.O 1 -BA/ 6 3O7 / 2C23

tentang Rapat Pleno rutin minggu pertama bulan Desember

tahun 2023 yang memuat beberapa poin:

1. Bahwa terkait Surat KPU RI Nomor: 1O3S/PL.O 1.4-

SD /OS /2023 tanggal 25 September 2023 perihal

koordinasi status pekerjaan calon pada DCS dengan

pekerjaan wajib mundur dan Surat KPU RI Nomor:

1427 IPL.O 1.4-SD /OS /2023 tanggal 2 Desember 2023
perihal Keputusan tentang Pemberhentian calon dan

pencoretan DCT, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

terdapat 2 (dua) bakat calon Anggota DPRD yang belum
menyerahkan Surat Keputusan Bupati terkait
pemberhentian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

yaitu dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai

Golongan Kar5ra;

2. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan

koordinasi dengan Partai Politik dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan arahan
point 3 (tiga) dari Surat KPU RI Nomor: L427/PL.O1.4-

SD/O5/2O23 tanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan

tentang Pemberhentian calon dan pencoretan DCT, yang

mana hasil dari koordinasi dan audiensi tersebut bahwa

surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan
sudah berada di meja Bupati Hulu Sungai Tengah;

3. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah sepakat untuk
memutuskan tindak lanjut terhadap status DCT atas

narna H.Husni Thamrin dan Satrina Wahyuni,S.Pd

dilakukan setelah menerima balasan dari Bupati Hulu
Sungai Tengah atas Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai

Tengah Nomor: 4O3 /PL.O 1 .4-SD 163o-7 /2023 tanggal 4
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,

Desember 2023 perihal permohonan konfirmasi surat
keputusan pemberhentian dari Ketua/Anggota BPD atas

narna H.Husni Thamrin dan Satrina Wahyuni,S.Pd.

Apabila sampai dengan ha-ri Kamis tanggal 7 Desember

2023, surat balasan dari Bupati Kabupaten Hulu Sungai

Tengah tidak diterima oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, maka akan dilakukan konsultasi ke KPU Provinsi

untuk dilakukan pembahasan mengenai tindak lanjut
terhadap status DCT H.Husni Thamrin dan Satrina
Wahyuni,S.Pd; dan

4. Dengan mempertimbangkan point 1, 2 dan 3, KPU

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memandang perlu untuk
dilakukan Konsultasi ke KPU Provinsi Kalimantan
Selatan. (Vide bukti T-18)

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 1 Desember 2023 kembali
KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam hal ini dilakukan
oleh H.Ardiansyah selaku Ketua didampingi oleh 2 (dua)

orang anggota yaitu Anur Rijali dan Siswandi Reyaan

melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Tengah yaitu dengan melakukan pertemuan

kembali dengan Sekretaris Daerah dengan agenda melakukan
konfirmasi terkait perkembangan permohonan surat
keputusan pemberhentian dari Ketua/Anggota Badan

Permtrsyawaratan Desa (BPD) atas narna H.Husni Thamrin
dan Satrina Wahyuni, S.Pd (Vide bukti T- 19) dan

mendapatkan jawaban bahwa permohonan yang dimaksud
sudah berada di meja Bupati Hulu Sungai Tengah;

Sebagai tindaklanjut hasil rapat pleno tanggal 5 Desember

2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor

259 /PL.OI .4- BA/ 63o-7 / 2023 tentang Rapat Pleno rutin
minggu pertama bulan Desember tahun 2023, maka Ketua

KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, H. Ardiansyah beserta

dua Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas narna

Siswandi Reya'an dan Anur Rijali melakukan konsultasi ke

KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 12 dan 13

Desember 2023. Di KPU Provinsi Kalimantan Selata.n proses

konsultasi diterima oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan

1
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Selatan (Andi Tenri Sompa) dan Ketua Divisi Teknis

Penyelenggaraan KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Nida

Guslaili Rahmadina). (Vide bukti T-2Ol;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 KPU Kabupaten Hulu
Sungai Tengah bersurat kepada KPU Provinsi Kalimantan
Selatan dengan Nomor: 442 /PL.O1. 13-SD/63OT I 2023 perihal
permohonan izin konsultasi sekaligus pendampingan ke KPU

RI terkait tindaklanjut surat KPU RI Nomor: 1427 /PL.OL.4-
SD /OS /2023. (Vide bukti T-2I). Kemudian disusul dengan

srrrat Nomor: 448 /PL.O 1 .4-SD / 63o-7 / 2 / 2023 tanggal 26

Desember 2023 perihal mohon petunjuk dan arahan

tindaklanjut surat dinas KPU Nomor: 1427 /PL.OI .4-

SD /OS / 2023 perihal keputusan tentang pemberhentian calon

dan pencoretan DCT. (Vide bukti T-221;

Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan memberikan arahan

kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui surat
dinas Nomor: 833/PL.O1.4-SD/63/2.112023 tanggal 27

Desember 2023 perihal jawaban surat dinas KPU Kabupaten

Hulrr Sungai Tengah Nomor: 448/PL.O1.4- SD/63O7 /2/2023
(Vide bukti T-23) dengan arahan untuk memedomani PKPU

1O Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Kabupaten/Kota dan Surat Dinas KPU Nomor: 1427 /PL.O1.4-
sD/os/2023;
Bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 KPU Kabupaten Hulu
Sungai Tengah melakukan rapat pleno pembatalan sebagai

calon dengan melakukan pencoretan DCT atas narna Satrina

Wahyuni, S.Pd dari PPP daerah pemilihan Hulur Sungai

Tengah 4 (empat) Nomor urut 2 (dua) sebagai tindaklanjut
Snrat Dinas KPU Nomor: 1427 /PL.O1.4-SD/O5/2023 dan

dituangkan kedalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
perubatran atas keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2lO tahun 2023

tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam
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pemilihan umum tahun 2024. (Vide bukti T-2a);

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas

keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai

Tengah Nomor 2 10 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024 diperkuat
oleh surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor: 4l2lOO6/PD- DPMD/I /2024 tanggal 1O Januari 2024

perihal Tanggapan yang menyatakan bahwa Bupati Hulu

Sungai Tengah tidak menyetujui pengunduran diri atas narna

saudari Satrina Wahyuni, S.Pd. (Vide bukti T-25);

2. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas,

mohon kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan

2. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon

putusan yarlg seadil-adilnya (ex aequo et bono).

C. BUKTI

I. Bukti Surat atam Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon

telah mengajr:.kan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai

cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 - P-13;

NO
NAMA
BUKTI

KETERANGAN

1 P-1
SK KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1

Tahun 2024.
2 P-2 Berita Acara Nomor: I lPL.Ol4.BA/630T 12024

3 P-3
Penyampaian Berita Acara dan SK Pembatalan calon
dari DCT DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4 P-4 Surat pengunduran din 22 Juni 2023

5 P-5
Undangan Musyawarah Pengunduran Diri 22 Juni
2023.

6 P-6
Notulen Musyawarah Pengunduran Diri Anggota BPD
Desa Mahang Sungai Hanyar.

7 P-7
Permohonan Tindak Lanjut atas Pengajuan
Pengunduran Diri, 02 Desember 2023.

8 P-8
SK Camat Pengesahan BPD Pandawan 5 Mei 2O2l dan
Rapat Berita Acara (Lenekap).

a
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9 P-9 lsurat KPU zu Nomor: 1035 25 September 2023
10 P- 10 lsurat KPU RI Nomor: 1427 2 Desemb er 2023

11 P-11
[anda Terima Berkas Pengunduran Dari Dinas

[emberdayaan Masyarakat dan Desa Tanggal 29
lSeptember 2023.

T2 p-t2 lStip Ca.li dari bulan Juli - Desember 2023.

13 P- 13
lSurat pernyataan dari Kepala Desa tanggal 5 Januari
pOZ+ menerangkan bahwa yang bersangkutan benar
hnenzundurkan diri dari iabatannya.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon

telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai

cukup serta telah dileges serta diberi tanda T- 1 - T-25;

NO NAMA
BUKTI KETERANGAN

1 T-1

Pengumuman KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor: 169 lPL.Ol.4-Pul 6307 12023 tentang
pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk
pemilu serentak tahun 2024.

2 T-2
Berita Acara Nomor: 94 lPL.Ol.4-BAl 6307 12023
tentang penerimaan pengajuan bakal calon Anggota
DPRD Kab/Kota dalam pemilihan umum tahun 2024.

3 T-3
Berita Acara Nomor: 129 IPL.OL .4-BAl 6307 12023
Lentang hasil verifkasi administrasi dokumen
persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kab/Kota
untuk pemilu tahun 2024.

4 T-4
Berita Acara Nomor: 133/PL.01.4-BLl6307 12023
lentang penerimaan pengajuan perbaikan bakal calon
Anggota DPRD Kab/Kota dalam pemilihan umum
tahun 2024.

5 T-5

Berita Acara Nomor: 174 lPL.Ol.4-BAl 6307 12023
tanggal 31 Juli 2023 tentang hasil verifikasi
administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal
calon Anggota DPRD Kab/Kota untuk Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

6 T-6

Berita Acara pencermatan DCS untuk Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor: 2O8 IPL.O 1 .4-BA I 6307 I 2023 hasil verifikasi
administrasi dokumen persyaratan bakal calon
Anggota DPRD Kabupaten/kota pada masa
pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara
(DCS).

7 T-7
Berita Acara Nomor: 2LO lPL.Ol.4-BAl 6307 12023
tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Hulu
Sunqai Tengah dalam pemilihan umum 2024.

T-8

Surat Dinas KPU RI Nomor: 1035/PL.01.4-
SD lOS l2O23 tanggal 25 September 2023 perihal
koordinasi status pekerjaan calon pada DCS dengan
pekeriaan waiib mundur.

I T-9
Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada
Partai Golkar dan PPP Nomor: 34O lPL.Ol .4-
SD/6307 /2023 perihal klarifikasi status pekerjaan

1B
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wajib mundur bagi bacaleg yang terindikasi
bertentangan dengan persyaratan pasal 1 1 ayat (1)
huruf k, I dan m Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Kab/Kota.

10 T-10

Surat undangan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor: 3761PP.O3.1-SD/63OT 12023 tanggal 30
Oktober 2023 perihal rapat koordinasi finalisasi
pengisian dan verifikasi data calon anggota DPRD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu tahun
2024.

11 T-11
Surat pernyataan atas nama Saudari Satrina Wahyuni
bahwa SK pemberhentian sebagai Anggota BPD masih
dalam proses.

t2 T-t2

Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 21O tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun
2024.

13 T- 13

Surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik
lndonesia Nomor: 1427 lPL.O1-SD/05 I 2023 perihal
keputusan tentang pemberhentian calon dan
pencoretan DCT yang mana menyatakan apabila baka-l
calon yang termasuk kedalam status pekerjaan wajib
mundur tidak dapat menyerahkan keputusan terkait
pemberhentianya, maka KPU Kabupaten/Kota untuk
melakukan pencoretan pada DCT serta meminta KPU
KabupatenlKota untuk melakukan koordinasi dengan
partai politik ditiap tingkatan.

t4 T-L4
Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada
PPP Nomor: 399 lPL.OL.4-undl63O7 12023 tanggal 3
desember 2023 perihal undangan klarifikasi.

15 T- 15

Berita Acara klarifikasi Nomor: 257|PL.OL. -
BAl6307 12023 tentang klarifikasi perihal status
pekerjaan calon pada Daftar Calon Tetap (DCT) dengan
pekerjaan wajib mundur dalam pemilihan umum
tahun 2024.

16 T- 16

Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada
Bupati Hulu Sungai Tengah c.q. sekretaris daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor:  OslPL.Ol.4-
SD/6307 12023 perihal permohonan konfirmasi surat
keputusan pemberhentian dari Ketua/Anggota BPD
atas nama Husni Thamrin dan Satrina Wahyuni.

t7 T-t7
Foto pertemuan ke-1 saat koordinasi antara KPU
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Sekretaris
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari
Senin tanggal 4 Desember 2023.

18 T- 18
Berita acara Nomor: 259 /PK.O1-BA/63O7 12023
lentang rapat pleno rutin minggu pertama bulan
Desember tahun 2023.

19 T- 19
Foto pertemuan ke-2 antara KPU Kabupaten Hulu
Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 11 Desember
2023.

20 T-20
Foto konsultasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Hulu Sungai Tengah ke KPU Provinsi Kalimantan
Selatan.
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T-21

Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada
KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor:
442 |PL.OI. 13-SD/ 6307 I 2023 perihal permohonan izin
konsultasi sekaligus pendampingan ke KPU RI terkait
tindak lanjut surat KPU RI Nomor: 1427 lPL.Ol.4-
sD/os/2023.

22 T-22

Surat Nomor: 448lPL.O 1.4-SD/63OT l2l2023 tanggal
26 Desember 2023 perihal mohon petunjuk dan
arahan tindak lanjut Surat Dinas KPU RI Nomor:
1427 I PL.0 1.4-SD/ OS / 2023 perihal keputusan tentang
pemberhentian calon dan pencoretan DCT.

23 T-23

Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan kepada KPU
Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui surat dinas
Nomor: 833/PL.O1.4-SD/6312.1 12023 tanggal 27
Desember 2023 perihal jawaban surat dinas KPU
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 448lPL.Ol.4-
sD/6307 1212023.

24 T-24

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2024 tentang
perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2lO tahun
2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024

25 T-25

Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor: 4I2 I 006l PD-DPMD lI I 2024 tanggal 10
Januari 2024 perihal tanggapan yang menyatakan
bahwa Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak
menyetujui pengunduran diri atas nama saudari
Satrina Wahyuni,S.Pd

II. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen,

Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan

keterangan sebagai berikut:
a.) Saksi atas narna M. Pajaruddin selaku Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu
Sungai Tengah yang pada pokoknya menerangkan:

- menerima surat pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni

- Mengajukan nota dinas kepada bupati pada tanggal 16 Agustus

tahun 2023.

- Menyiapkan draft SK Pemberhentian atas nama saudari Satrina

Wahyuni sebelum tanggal 16 Agustus 2023;

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima balasan

surat nota dinas dari Bupati pada tanggal 3 Januari 2024,

dengan catatan bahwa Bupati tidak menyetujui Pengunduran

diri saudari Satrina Wahyuni,

- Pada tanggal 4 Januari 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa mengeluarkan surat dengan perihal hasil surat
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keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang peresmian

pemberhentian Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar

Kecamatan Pandawan masa bakti 2O2l-2O27 yang ditujukan

kepada Camat Pandawan, yang memuat Bupati Hulu Sungai

Tengah tidak menyetujui pengunduran diri saudari Satrina

Wahyuni Sebagai Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar;

Pada tanggal 1O Januari 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa mengeluarkan surat dengan perihal Tanggapan yarag

ditujukan kepada samdari Satrina Wah5runi dan KPU

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang memuat Bupati

Hulu Sungai Tengah tidak menyetujui pengunduran diri saudari

Satrina Wahyuni Sebagai Anggota BPD Desa Mahang Sungai

Hanyar;

Proses pengr-rndtlran diri Satrina Wahyuni telah

diproses oleh carnat Kecarnatan Pandawan, yang

kernudian disarnpaikan kepada Bupati melalui Dinas
Pernberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya
Dinas Pernberdayaa.n Masyarakat dan Desa

firenerrskan surat tersebut kepada Bupati pada tanggal

16 Agustus 2023;

Menerirna pengundnran diri atas narna Satrina
Wahyuni dari Carnat sebelurn tanggal 16 Agustus 2O23.

dan sudah disarnpaikan kepada pirnpinan tertanggal 16

Agrrstus 2023;
yang berhak rnernberhentikan BPD adalah Kepala

Daerah atam Bupati; dan
Saudari Satrina Wah5runi masih berstatus sebagai

Anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar selama SK

pernberhentian belum ada.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.

Menimbang, bahwa setelatr tahap pernbuktian selesai, para
pihak diberikan kesernpatan untuk rnengajukan kesirnpulanDyo,

pihak Pernohon dan dan Terrnohon rnengajukan kesimpulan
dalam proses penyelesa.ian sengketa Pernilr. rnasing-masing pada

tanggal 17 Januari 2024.
l-. Kesirnpulan Pernohon

Setelah rnengikuti proses adjudikasi penyelesaian proses
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sengketa pemilu tahr.n 2024 rnulai pada hari Jurn'at tanggal
12 Januari 2024 terkait pernbacaan permohonan Pernohon dan
Jawaban Pernohon, serta pada hari Selasa tanggal 16 Januari
2C24 terkait pemeriksaan alat bukti Pemohon, Termohon dan
Saksi. rnaka dengan ini karni selaku Pernohon rnernberikan
kesimpulan sebagai berikut :

a. Memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi
dalarn putusan nya membatalkan seluruhnya keputusan
KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nornor 1 Tahun 2024
tentang perr. bahan atas keputusan KPU Kabupaten Hulu
Srrngai Tengah Nornor 21O Tahun 2023 tentang Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten HuIu Sungai Tengah dan Berita Acara Nornor:

l/PL.OL.4-BA/63o-7 /2024 tentang Rapat Pleno pernbatalan

dengan pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Ralqgat Daeral- Kabupaten Hulu Sungai Tengan

dalarn pernilihan r-lmtlrrr tahun 2024, atas nan:'a samdari

Satrina Wal.5runi, S.Pd Nornor urut 2 (dua) dari Partai
Persatuan Pernbangunan (PPP) dari Daerah Pernilihan Hulu
Sungai Tengah 4 (ernpat) Kecarnatan Pandawan dan Labuan
Amas Utara.

Dengan melihat bukti-bukti yang di sarnpaikan Pemohon,

Terrnohon dan Saksi yang di hadirkan pada proses

adjudikasi sengketa pernilu tahun 2024. Menunrt Pernohon

samdari Satrina Wah5runi, S.Pd sudah berlsaha dengan

sungguh-sungguh rnelengkapi persyaratan pengundnran
diri, rnulai dari membuat surat pernyataan pengunduran diri
berrnaterai, undangan rnusyawarah, berita acara dan

dokurnentasinya.
Dengan berpedorrran kepada Undang-Undang Nornor 6 tahun
2Ol4 tentang desa dirnana secara khustrs Badan

Perrnusyawaratan Desa di atur dengan peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nornor 11O Tahun 2A16 tentang Badan

Perrnusyawaratan Desa di Pasal 19 ayat lb dan Pasal 20

ayat I,2,3,4 dan 5 terkait pemberhentian Anggota BPD dan
Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun 2Ol7 tentang Badan
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Perrnusyawaratan Desa Pasal 58 ayat 1b, Pasal 59 ayat 1,2,
3,4, dan 5.

b. Bahwa Saksi Terrnohon H. Muharnrnad Fajarr.ddin, ST

Selaku Kepala Dinas Pernberdayaa.n Masyarakat dan Desa

rnernberikan keterangan dibawah surnpah oleh Majelis

Adjudikasi pada hari Selasa tanggal 16 Januai 2024 Pukul
13.O5 Wita.

Ba.Lwa rnenyatakan berkas samdari Satrina Wahyuni,S.Pd

telah lengkap r.ntuk selanjutnya diproses lebih lanjut. Pada

tanggal 16 Agustus 2023 berkas pengunduran diri saudari
Satrina Wah5runi, S.Pd di bikinkan nota dinas r.rntuk

diserahkan kepada Pernerintah Daeral. (Sekretariat Daerah).

c. Bahwa terkait bukti Terrnohon T- 1 1, karni pernohon

rnernbantah rnernang benar saudari Satrina Wah5runi, S.Pd

telah rnenandatangani surat pernyataan di kantor Dewan

Pirnpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pernbangunan

(PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu
tanggal 02 Desernber tahun 2023, padahal surat pernyataan

tersebut tanggal pernbuatannya dimundurkan pada tanggal

03 November 2023 atas perrnintaan Anggota KPU Kabupaten
Hulu Sungai Tengah saudara Anur Rijafi kepada LO/Adrnin
Silon Dewan Pirnpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan

Pernbangunan (PPP) Kabr;paten Hulu Sungai Tengah.

Selanjutnya atas perrnintaan samdara Anur Rijafi untr.k
rnengirim file scan surat pernyataan lewat whatshap dan
rnerninta kepada caleg terkait untuk rnengantar sendiri surat
pernyataan ittr.

d. Balrwa terkait Sr-rrat KPU Nornor: 1O35/PL.O1.4-SD /05/2023
perihal koordinasi status pekerjaan calon (DCS) dengan
pekerjaan wajib rnundur. KPU Kabupaten Hulu Sungai

Tengah harr.s rnelakukan koordinasi dengan pernerintah

seternpat dalarn hal keputusan pernberhentian calon Anggota

DPRD Kabr.rpaten dilakukan oleh pernerintah daerah.

Menumt kesirnpulan Pernohon KPU Kabupaten HST belurn
rnelakukan koordinasi dengan Pernerintah daerah seternpat

sarnpai dengan 2 Januari 2024 bertepatan dengan keluarnya
srrrat KPU RI Nornor: 1427 /PL.O 1.4-SD /OS /2023 perihal

23



keputusan tentang pernberhentian calon dan pencoretan

DCT.

e. Bahwa terkait keterangan Saksi Terrnohon dalarn proses

sengketa adjudikasi, Pernohon berkesirnpulan bahwa
Perrnohonan surat pengundllrarr diri saudari Satrina
Wahyuni S Pd tidak diproses oleh pernerintah daerah

berdasarkan UU no 6 tahun 2o-14 tentang Desa, dirnana BPD

diatur khusus dalarn Perrnenda.gri Nomor 1 10 tahun 2OLs

dan Perda Nornor 05 Tatrun 2Ol7 terkait tata cara
pernberhentian Anggota BPD sehingga hak rnernilih dan
dipilih yang sudah diatur dalarn UU Nornor 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1. Sampai pleno

KPU Kabupaten HST dikeluarkan pada 4 Jartuari 2024 surat
pernberhentian sebagai Anggota BPD belum dikeluarkan oleh

Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

f. Bahwa no.enLlmt Pernohon, Bupati Kabupaten Hulu Sungai
Tengah dalarn menjalankan pernerintahannya telah
melanggar Undang-undang Nornor 6 tahun 2Ol4 tentang
Desa, dimana BPD diatur khusus dalam Perrnendagri Nornor

110 tahun 20 15 dan Perda Nornor 05 tahun 2OL7 terkait tata
cara pemberhentian Anggota BPD sehingga hak mernilih dan

dipilih yang sudah diatur dalarn UU Nornor 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1 sehingga hak
samdari Satrina Wahlruni, S.Pd hilang haknya untuk dipilih.

g. Bahwa terkait keterangan Saksi Terrnohon Bupati Kabupaten
Hulu Sungai Tengah dalarn disposisinya tidak rnenyetujui
Surat pengundrlran diri saudari Satrina Wah5runi, S.Pd

bahkan saksi tidak mernberikan alasan yang jelas apa saja
penyebab nya sehingga Bupati Kabupaten Hulu Sungai

Tengah tidak rnenyetr-jui surat pengundrlran diri itu.
h. Batrwa n'rernrrut Saksi Terrnohon Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah
mengeluarkan 3 (tiga) buah surat, sr.rat pertarna tanggal 4
Januari 2024 yang ditujukan kepada Carnat Pandawan,
srrrat yang kedua tanggal 10 Januari 2024 kepada Saudari
Satrina Wah5runi, S.Pd rnenjawab surat samdari Satrina
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Wahlruni, S.Pd tanggal 2 Desember 2023. Surat yang ketiga
kepada KPU Hulu Sungai Tengah.

i. Bahwa terkait sr-rat tanda terirna pada tanggal 29 September

2C23 yang ada tanda tangan saudara M. Salrnan dan sternpel

Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa Huh-r Sungai

Tengah yang dirninta langsung caleg saudari Satrina
Wahyuni S.Pd dengan datang langsung ke Dinas tersebut
untuk rnernenrlhi persyaratan yang dirninta oleh Kornisioner

KPU Kabupaten HST. Surat tersebut di upload ke Silon oleh

Adrnin Partai Persatuan Pernbangunan (PPP) dan surat
aslinya diantar langsung ke kantor KPU.

j. Bahwa Saudari Satrina Wahyuni, S.Pd sejak mengundr.rrkan

diri 22 Juni 2023 tidak rnenerirna tunjangan rnulai bulan
Juli 2023 sarnpai sekarang dibuktikan dengan surat
keterangan dari Pernbakal desa Mahang Sungai Hanyar
bertanggal 5 Januari 2024 dan Tanda Terirna T\rnjangan.

Petiturn
Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas Pemohon

mernohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi yang
rnerneriksa dan rnernutuskan perrnohonan sengketa proses ini,
sebagai berikr.rt :

1. Mengabulkan perrnohonan pernohon untuk selurruhnya;
2. Membatalkan kepr-tusan KPU Kabupaten Hulu Sungai

Tengah Nornor 1 Tahun 2024 tanggal 04 Januari 2024,
tentang perrbahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umurn
Kabupaten Hr.lu Sungai Tengah Nornor 2lO Taleun 2023
tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalarn
pernilihan urnlrrn tahun 2024;

3. Mernerintahkan kepada TERMOHON (KPU) Kabr.paten Hulu
Sungai Tengah untuk menetapkan keputusan yang rnernuat

saudari Satrina Wah5runi S.Pd Caleg DPRD Dapil HST 4
Nornor Urut 2 Kecarnatan Pandawan dan Labuan Amas

Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengatr dari Partai Persatuan
Pernbangunan (PPP);

4. Memerintah kepada Bupati Kab. Hr-lu Sungai Tengah untuk
rnengeluarkan surat pernberhentian anggota BPD desa
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Mahang Sungai Hanyar atas narna saudari Satrina
Wahyuni, S.Pd; dan

5. Mernerintahkan Kepada KPU Kabupaten Hulur Sungai

Tengah untuk melaksanakan putr-san ini; dan
6. Menghukrrrn Terrnohon (KPU) untuk mernbayar Kerr-gian

Pernohon baik secara materil Rp.75O.OOO.OOO,- (Tujuh Ratus

Lirna Puluh Juta Rupiah) matlpun In Materiil sebesar

Rp.15.OOO.OOO.OOO (lirna belas rniliyar rupiah) yang harr. s

dibayar oleh Terrnohon dengan rnata uang yatag Sah, secara

tr.nai / sekaligus dan akibat hukurnnya.

2. Kesirnpulan Terrnohon

Terrnohon dalarn hal ini telah rnemberikan Jawaban terhadap
perrnohonan penyelesaian sengketa proses pernilu dari
Pernotron, rnenyarnpaikan alat bukti dan saksi pada sidang

adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pernilu pada hari
Selasa tanggal 16 Januari 2023 dengan agenda perneriksaan

alat bukti, KPU Kabr:.paten Hulu Sungai Tengah

menyampaikan Kesirnpulan sebagai berikut:
a. Bahwa Pernohon rnenyarnpaikan KPU Kabupaten Hulu

Sungai Tengah sela}.r melakukan sosialisasi terkait tiap
tahapan pencalonan sesuai dengan Peraturan Komisi
Pernilihan Urnurn Nornor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rak5rat, Dewan Perwakilan
RalqTat Daeral. Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kab/Kota.
b. Bahwa san:dari Satrina Wahyuni, S.Pd calon anggota DPRD

Kabupaten Hulu Sr-ngai Tengah dari Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) rnerrpakan Anggota BPD Desa Mahang
Sungai Hanyar Kecarnatan Pandawan yang rnerupakan
pekerjaan wajib rnundur sesuai dengan ketentr. an pasal 1 1

ayat (1) hurr'f k, 1, dan m Peraturan Kornisi Pernilihan

Urnurn Nornor 10 Tahun 2C23 tentang Pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Ra1grat, Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Kabupaten/Kota.
c. Bahwa sesuai dengan Surat Kornisi Pernilihan Urnr.rrn

Nornor: 1O35/PL.O1.4-SD/OS /2023 tanggal 25 Septernber
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2023 perihal koordinasi status pekerjaan calon pada DCS

dengan pekerjaan wajib rnr-rndur pada angka 3 yang
bersangkutan pada rnasa pencerrrratan r€rncangan DCT

tidak dapat menyarrrpaikan keputusan pernberhentian
sebagaimana dirnaksud, rnaka dapat rnenyarnpaikan surat
pernyataan dari calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
rnenyatakan keputusan pemberhentian dimaksud dan
berada di luar kernarnpuan calon, ditandatangani oleh calon
dan berrnaterai cukup, nyatanya pada bukti T- 1 1 samdari

Satrina Wahyuni, S.Pd mernbuat surat pernyataan tersebut
dan rnenandatangani dengan rnaterai 1O.OOO pada tanggal 3

Novernber 2023, rnaka sebab itu samdari Satrina Wah5runi

masuk kedalam DCT.

d. Bahwa hingga dikeluarkannya Surat Komisi Pernilihan
Urnnrn Nornor: 1427 / PL.O 1.4-SD/ OS / 2C23 tanggal 2

Desernber 2023 perihal Keputusan tentang pernberhentian
calon dan pencoretan DCT, saudari Satrina Wah5runi, S.Pd

belurn dapat rnenyerahkan Surat Keputusan Pernberhentian
sebagai anggota BPD, sesuai dengan angka 4 surat tersebut
KPU Kabr.paten Hulu Sungai Tengah melakukan koordinasi
dengan Partai Persatuan Pernbangunan dan juga Pernerintatr
Daerah, akan tetapi sarnpai dengan tanggal 4 Januari 2024,
yang bersangkutan tidak dapat rnenyerahkan surat
kepr-tusan pemberhentian tersebut, rnaka dari itu KPU

Kabupaten Hulu Sungai Tengah membatalkan dan
melakukan pencoretan DCT saudari Satrina Wah5runi

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Urnurn Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Nornor 1 Tahun 2024 tentang
Pert bahan atas Kepr.tr-san Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor

210 Tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Ralqlat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
dalarn pernilihan urnurn tahun 2024.

e. Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut
juga diperkuat oleh surat Dinas Pernberdaya€rn Masyarakat
dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nornor:

412/OO6IPD-DPMD/I/2024 tanggal 10 Januari 2024
perihal tanggapan ya-ng rnenyatakan bahwa Bupati Hulu
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Sungai Tengah tidak menyetujui pengr-rndrlran diri atas
rrarna Satrina Wah5runi.

f. Bahwa berdasarkan uraian diatas Komisi Pernilihan Urnum
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rnelakukan
pernbatalan dengan pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Ral5yat Daerah Kabupaten Hr.rlu Sungai
Tengah atas narrra samdari Satrina Watr5runi, S.Pd sudah
sesuai prosedur, tata cara dan rnekanisrne yang tercanturn
dalarn Peraturan Kornisi Pernilihan LJrnurn Nomor 10 Tahun
2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rak5rat, Dewan Perwakilan Ra1ryat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Ra1ryat Daerah Kabupaten/Kota.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menirnbang bahwa Surat Keputusan KPU Kabr.paten Hr-rlu

Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang perrbahan atas
Keprltusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nornor 21O

Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Ratqgat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

ditetapkan pada hari Karnis, tanggal 4 Januari 2024
perrnohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Hulu
Sungai Tengah dan diterirna pada tanggal 8 Januari 2024 dan
dilakukan perbaikan pada tanggal 9 Januari 2024 serta
diregister pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nornor

Register: OO 1/PS.REG / 6363o-7 ll /2024;

Menirnbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tal.un 2OI7 tentang Pemilihan
tlmurn sebagairnana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2C-23 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2022 tentang
Perr.rbahan atas Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2Ol7
tentang Pernilihan [Jrnurn Menjadi Undang-Undang
(selanjutnya disebut dengan'[Jndang-Undang Pernilu") bahwa
"pertnoltonarl pengelesaiart sengketa proses pemilu
sebagairnarta dimaksud pada ayat (2) disarnpaikan paling
lama 3 (tiga) han kerja sejak tanggal penetapan keputusan
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KPU, keputusan KPU Prouinsi, dan/ atau keputusan KPU

Kabupaten/ Kota Aang menjadi sebab sengketa';

Menirnbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 26 ayat (21

Peraturan Badan Pengawas Pernilihan Umum Nornor 9 Tahun
2022 Tentang Tata Cara Penyelesian Sengketa Proses Pernilu
(selanjutnya disebut 'Perbawaslu 9 Tahun 2022")
rnenyatakan : " Perrnohonan sebagairlalla" dirnaksud pada agat
(1) disarnpaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
tanggal penetapan Keputusart KPU, keputusan KPU Prouins|
dan/ atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota Aang menjadi
sebab sengketa peserla pemilu dengan pertgelenggqra pernilu";

dan

Menimbang bal.wa berdasarkan ketentuan tersebut diatas,
Pernohon dalam rnengajukan permohonan Penyelesaian

Sengketa Proses Pernilu rnasih dalam tenggat waktu yang
ditentr.rkan oleh Undang-Undang Pernilu dan Perbawaslu 9
Tahrrn 2022;

2. OBJEK SENGKETA

Menirnbang bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
rnenetapkan Surat Keputr.rsan KPU Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nornor 1 Tahun 2024 Tentang Perr-bahan Atas
Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nornor 21O

Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Huh,r Sungai Tengah,
pada hari Karnis tanggal 4 Januari 2024 yang rnerugikan hak
Pemohon karena calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ht.lu Sungai Tengah Dalarn Pernilihan
Urnurn Tahun 2024 atas narna samdari Satrina Wahyuni
dicoret dalarn Daftar Calon Tetap pada Daerah Pemilihan
Kabupaten Hr.lu Sungai Tengah 4 (ernpat) Nornor urr't 2 (dua);

Menirnbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang
Pernilu rnengatur " Sengketa Proses Pernilu rneliputi; sengketa

Aang terjadi antar-perserta pemilu dan sengketa peserta pemilu
dengan penyelenggara pernilu sebagai akibat dikeluarkanttAa
keputusan KPU, keputusan KPU Prouinsi, keputusan I{PU
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Kabupaten/ Kota";

Menirnbang bahwa PasaL 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022,

rnengatrrr " Sengketa Peserta Pemilu dengan pengelenggara

Pemilu sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) terjadi
karena adanga hak calon Peserla Pernilu dan/ atau Peserta

Pemilu Aang dirugikalt secara langsung oleh tindakan KPU, KPU

Prouirusi, atau KPU Kabupaten/ Kota sebagai akibat
dikehtarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Prouinsi, atau

keputusan KPU Kabupaten/ Kota pada tahapan Pemilu terterttu';

Menirnbang bahwa Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022

rnengatrrr: " Keputusan KPU, keputusan KPU Prouirusi, dan
keputusan KPU Kabupaten/ Kota sebagairrlarla dimaksud dalam
Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/ atau berita acara';
dan

Menirnbang bahwa berd.asarkan ketentuan tersebut diatas,

objek sengketa yang diajukan Pernohon sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun
2022.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menirnbang batrwa Pernohon adalah Ketua dan Sekretaris
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan
Pernbangunan (PPP) Kabupaten Hulr. Sungai Tengah

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pirnpinan Cabang (DPC)

Partai Persatuan Pernbangunan (PPP) Nornor:

OIOZ / SK/DPP /C/X.l/2O2L tentang Pengesahan snsrlnan
kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai
Persatuan PernbangLrnan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai

Tengah tanggal L6 November 2O2l yang rnerupakan Partai
Politik yang sr-rdah terdaftar di KPU Kabupaten Hulu Sungai

Tengah;
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Menirnbang bahwa Pasal 1 angka 27 Undang- Undang Pernilu

rnengatrrr "Peserta Pernilu adalah partai politik untuk pernilu
anggota DPR, anggota DPRD prouins| anggota DPRD

Kabupaten/ kota, perseorarlgan untuk pemilu anggota DPD, dan
pasangart calon Aang diusulkan oleh partai politik gabungan



partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiderf ;

Menirnbang bahwa Pasal 467 ayat (21 Undang-Undang Pernilu

rnengatrrr "perunoltonan penAelesaian sengketa proses pemilu

disarnpaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/ atau Pesetta

Pernilu";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 hurr.f d Perbawaslu 9

Tahun 2022 rnengatur " Pernolton penyelesaian sengketa

Peserta Pemilu dengan pengelenggara Pemilu sebagairrlatlcl

dirnaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :

a. ...
b. ...
c. ...
d. Par-tai Politik Peserta Pemilu Aang mendafiarkan bakal calon

anggota DPR, anggota DPRD prouins| atau anggota DPRD

Kabupaten/ kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota

DPR, DPRD prouinsi, atau DPRD Kabupaten/ kota oleh oleh
KPU, KPU Prouinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan

tingkatannga';

Menirnbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas,
Pemohon rnerniliki kedudukan hukurn (legal standing) dalarn
rnengajukan permohorran penyelesaian sengketa proses

pernih-r.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah

Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1

Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten

Hulu Sungai Tengah Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang bahwa Pasal 466 Undang-Undang Pemilu mengatur,

" Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa Aang terjadi antar-Peserta

Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Pengelenggara Pemilu

sebagai akibat dikeluarkannAa keputusan KPU, kepuhtsan KPU Prouinsi,

dan kepufitsan KPU Kabupaten/ Kotd;
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Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur,

"Sengketa Peserta Pemilu dengan pengelenggara Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanga hak calon

Peserta Pemilu dan/ atau Peserta Pemilu Aang dirugikan secara langsung

oleh tindakan KPU, KPU Prouinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai

akibat dikeluarkannAa kepufitsan KPU, kepufitsan KPU Prouinsi, atau

keputusan KPU Kabupaten/ Kota pada tahapan Pemilu tertenfit";

Menimbang bahwa Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur,

"Termohon dalam pengelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan

pengelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri

atas: a. KPU; b. KPU Prouinsi; dan c. KPU Kabupaten/ Kota, sesuai

dengan tingkatannAd;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, KPU

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki kedudukan hukum (legal

standing) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa proses

pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan

Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor I Tahun 2024 Tentang

Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor 210 Tahun 2O23 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari
Kamis Tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang bahwa Surat Keputusan a quo telah diajukan permohonan

kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 8

Januari 2024 dengan Nomor: OO1/PS.PNM(LG)/6363O7 lll 2024 dan

dilakukan perbaikan permohonan pada tanggal 9 Januari 2024 dengan

Nomor: 002/PS.PNM(LG)/6363OT lIl2024, serta diregistrasi pada

tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor Register:

00 1 / PS.REG/6363O7 I r I 2O2a;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 10 t huruf a Undang-Undang

Pemilu yang menyatakan bahwa "Bautaslu Kabupaten/Kota bertugas: a.

melakukan pencegahan dan penindakan di wilagah Kabupaten/ Kota
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terhadap: 1. pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa Proses Pemilu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal lO2 ayat (3) Undang-Undang

Pemilu yang menyatakan bahwa, "Dalam melakukan penindakan

sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101

huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: a. menerima permohonan

pengelesaian sengketa proses Pemilu di wilagah Kabupaten/kota; b.

memueifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses

Pemilu di wilagah Kabupaten/ kota; c. melalskan mediasi antarpihak

Aang bersengketa di wilayah Kabupaten/kota; d. melalstkan proses

adjudikasi sengketaproses Pemilu di uilagah Kabupaten/kota apabila

mediasi belum mengelesaikan senglcetaproses Pemilu; dan e. memuttts

pengelesaian sengketa proses Pemilu di wilagah Kabupaten/ kota";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1O3 huruf c Undang-Undang

Pemilu yang menyatakan bahwa, "Bawaslu Kabupaten/ Kota

benlenang: c. menerima, memeiksa, memediasi atau mengadjudikas|

dan memutus pengelesaian sengketa proses Pemilu di uilagah
Kabupaten/kota";

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu

mengatur, u Bau)oslu, Bautaslu Prouinsi, dan Bautaslu Kabupaten/ Kota

menerima permohonan penAelesaian sengketa proses Pemilu sebagai

akibat dikeluarkannAa Keputusan KPU, Keputusan KPU Prouinsi, dan

Keputusan KPU Kabupaten/ Kotd;

Menimbang bahwa Pasal 468 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-

Undang Pemilu mengatur

agat (Ll Bawaslu, Bawaslu Prouinsi, Bautasht Kabupaten/Kota

b enlenang meng eles aikan sengketaproses Pemilu ;

agat (2) ...

agat (3) Bawaslu, Bautaslu Prouinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

melalukan pengelesaian sengketa proses Pemilu melalui

tahapan:

a. meneima dan mengkaji permohonan pengelesaian
sengketa proses Pemilu; dan

b. mempertemukan pihak Aang bersengketa untuk
mencapai kesepakatan melalui mediasi atau
mu sA aw ar ah dan mufakat ;

(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak Aang

bersengketa sebagaimana dimaksud pada agat (3) huruf b,

agat
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a

Bawaslu, Bawaslu Prouinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota

mengelesaikan sengketa proses Pemilu melalui

Adjudikasi'\,

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur,

"Sengketa Pesefta Pemilu dengan pengelenggara Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal2 agat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta

Pemilu dan/ atau Peserta Pemilu gang dirugikan secara langsung oleh

tindakan KPU, KPU Prouinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat

dikeluarkannAa kepufitsan KPU, kepuhtsan KPU Prouinsi, atau kepufitsan

KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertenfit";

Menimbang bahwa Pasal 24 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur,

agat (1) Bawaslu, Bawaslu Prouinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota beruenang mengelesaikan sengketa

Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu;

ayat (2) Pengelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan

pengelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada

agat (1) dilalatkan melalui tahnpan :

a. meneima Permohonan;
b. mengkaji permoLrcnan melalui uerffikasi formal dan

ueifikasi materiel;
c. melakukan mediasi antar pihak gang bersengketa;
d. melalo.tkan adjudikasi antar pihak Aang bersengketa;

dan
e. memutus;

agat (3) Pengelesaian senglceta Peserta Pemilu sebagimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor

Bawaslu, Bawaslu Prouinsi, dan Bawaslu Kabupaten/

Kota sesuai dengan tingkatannya;

Menimbang bahwa Pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur,

"Banaaslu, Banuaslu Prouinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima

permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemih.t;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah

memiliki kewenangan dalarn penyelesaian sengketa proses

pemilu.
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F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah M4f elis Adjudikasi merneriksa

dengan seksama perrnohonan Pernohon dan jawaban Terrnohon,

serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Terrnohon,

Majelis akan mernpertirnbangkan hal-hal yang telah dinyatakan
para pihak dalarn pokok-pokok permohonan dan jawaban serta

dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menirnbang bahwa sebelr-rn Majelis Adjudikasi rrrerry€unpaikan

pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disarnpaikan bahwa
Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi selama 2 (dua)

hari yakni pada tanggal 10 Januari 2024 dan 11 Janr.rari 2024.

Sebagairnana ketentuan Pasal 4a ayat (21 Perbawaslu 9 Tahun
2022, dalarn hal mediasi mencapai kesepakatan antara Pernohon

dan Terrnohon sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) humf a,

rnateri kesepakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Menirnbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4)

Undang-Undang Pernilu yang rnenyatakan bahwa dalarn hal
tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota
rnenyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan
berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu 9 Tahun
2022;

Menirnbang bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah

rnenerbitkan Surat Keputusan Nornor 2O5 Tahun 2023 tentang
Daftar CaLon Sernentara Anggota Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten /Kota Hulu Sungai Tengah dalarn pernilihan
Lrrnt-rm 2024 tanggal 18 Agustus 2023 pada pokoknya
rnenetapkan samdari Satrina Wah5runi, S.Pd sebagai bakal calon
Anggota DPRD Kabr.rpaten Htrlu Sungai Tengah Memenuhi
Syarat (MS); (Vide Bukti T-71

Menirnbang bahwa Surat Keputusan Nomor 2LO Tahun 2023
Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Ral<5rat

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 3 Novernber

2023 yang pada pokoknya rnenetapkan sar.dari Satrina
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Wah5runi, S.Pd yang diajukan oleh Pernohon dalarn Daftar Calon

Tetap Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengatr, Dapil 4
(ernpat) Nomor Urrt 2 (dua); (Vide Bukti T-12)

Menirnbang bahwa setelah rnerneriksa perrnohonan Pernohon,

pada pokoknya Pemohon rnerasa dirugikan atas tindakan
Terrnohon yang rnenerbitkan surat Keputusan Kornisi Pernilihan

Urntrm Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nornor 1 tahun 2024

tentang perubahan atas keputusan komisi pernilihan urnurn
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nornor 21O tahun 2023 tentang
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tenga}. dalam pernilihan umuna tahun
2024 tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya rnencoret

samdari Satrina Wah5runi, S.Pd sebagai calon Anggota DPRD

Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pernilihan umr.lm tahun
2024 dari Partai Persatuan Pernbangunan, Daerah Pemilihan
(Dapil) Hulu Sungai Tengah 4 (ernpat) Nomor urr't 2; (Vide bukti
T-24 dan P-1)

Menimbang bahwa berdasarkan alat btrkti dan fakta adjudikasi,
Pernohon mengajukan bakaf calon Anggota DPRD Kabupaten
Hulr.r Sungai Tengah kepada Terrnohon pada tanggal 13 Mei 2A23
pukul 15.35 WITA sesuai Berita Acara Nornor 94 /PL.OL.4-
BA/ 63o7 / 2023 tentang Penerirnaan Pengajr-ran Bakal Calon

Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tatrun
2024 (Vide bukti T-21 yang dalarn pengajuan bakal calon tersebut
terdapat bakal calon atas narna samdari Satrina Wahyuni;

Menirnbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi,
Bakal Calon yang diajukan oleh Pernohon atas nama samdari

Satrina Wah5runi rnenyerahkan surat pengunduran diri kepada

Ketua BPD Desa Mahang Sungai Hanyar Kecarnatan Pandawan
pada tanggal 22 Juni 2023; (Vide bukti P-4 dan T- 1 1).

Menirnbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi,
Pada tanggal 23 Juni 2023, dilaksanakan rnusyawarah BPD Desa

Mahang Sungai Hanyar Kecarnatan Pandawan yang hasilnya
dituangkan dalarn Berita Acara Musyawarah Pengunduran Diri
Anggota Badan Perrnusyawaratan Desa Mahang Sungai Hanyar
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pada pokoknya menyepakati pengundtlran diri Anggota Badan

Perrnursyawaratan Desa atas narna Satrina Wah5runi dengan
jabatan wakil ketua BPD Mahang Sungai Hanyar; (Vide bukti P-8)

Menirnbang bahwa berdasarkan alat br-rkti dan fakta adjudikasi,
dalarn Berita Acara Nornor: 129 /PL.O 1.4-BA / 63o-7 /2023 tentang
Hasil verifikasi adrninistrasi dokumen persyaratan bakal cal.on

Anggota DPRD Kab/Kota untuk pemilu tahun 2024 tanggal 23

Juni 2023 rnenyatakan bakal calon atas narna san-dari Satrina
Wah5runi berstatus Belum Mernenuhi Syarat (BMS) , (Vide bukti T-

3) karena tidak rnernbr.rbuhkan tanda centang pada surat
pernyataan pencantuman gelar dan tidak rnernuat surat
keterangan laboratoriurn perneriksaan NAPZA ;

Menirnbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi,
Pernohon rnelakukan pengajuan perbaikan bakal calon Anggota
DPRD Kabupaten/Kota tanggal 8 Juli 2o-23 sesuai dengan Berita
Acara nornor: 133 /PL.O 1 .4-BA / 63o-7 / 2C23 tentang Penerirnaan
pengajuan perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
dalarn pernilihan Lrrnurn tahun 2024. (Vide bukti T-4l.

Menirnbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi,
hasil verifikasi adrninistrasi perbaikan terhadap dokurnen
persyaratan bakal cal.on Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang
ditrrangkan dalarn Berita Acara Nornor: L74 /PL.O 1 .4-

B.A/63C-7 /2C23 tanggal 31 Juli 2023 tentang Hasil Verifikasi
Adrninistrasi Perbaikan Dokurnen Persyaratan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk DPC Partai Persatuan

Pembangr-rnan (PPP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah rnenyatakan
dokurnen Persyaratan bakal calon atas narna Satrina Wah5runi

Mernenuhi Syarat (MS); (Vide bukti T-5).

Menirnbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi,
sesr.ai hasil verifikasi adrninistrasi dokrrrnen persyaratan bakal
calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada firasa pencerfiratan
rancangan daftar calon sernentara yang dituangkan dalam Berita
Acara Nomor: 2OB / PL. O I .4-BA / 63o-7 / 2023 tentang Hasil
verifikasi administrasi dokurnen persyaratan bakal calon Anggota
DPRD Kabupaten/Kota pada rrlasa pencerrnatan rancangan
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Daftar Calon Sernentara (DCS) tanggal 1A Agustr,rs 2023 pada

pokoknya rnenerangkan hasil verifikasi administrasi dokurnen
persyaratan bakat calon atas narna saudari Satrina Wahyuni
adalah Benar; (Vide bukti T-6)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi,
Pada tanggal 18 Agustus 2023, Terrnohon rnenerbitkan Berita
Acara Nomor: 2lO /PL.O 1 .4-BA / 63o-7 / 2{.:-23 tentang Penetapan
Daftar Calon Sernentara Anggota Dewan Perwakilan Ralq,rat

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengatr dalarn pernilihan rlrnurn
tatrun 2024 pada pokoknya rnenerangkan penetapan atas narna
Satrina Wahyuni dalam Daftar Calon Sernentara (DCS); (Vide

bukti T-71

Menirnbang berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, sesuai
Srrrat Dinas KPU RI Nornor: 1O35/PL.O1.4-SD /05/2C23 perihal
Koordinasi statr.rs pekerjaan calon pada Daftar Calon Sementara
(DCS) dengan pekerjaan wajib mundur, tanggal 25 Septernber

2023, yang pada pokoknya naenerangkan calon Anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang belurn
menerima keputusan pernberhentian akibat terkendala oleh
pihak yang menerbitkan keputusan pernberhentian dirnaksud
dan diluar kernarnplran calon, agar segera rnenyarrrpaikan
keptrtusan pernberhentian apabila telah menerirna keputusan
dirnaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan
Keputusan DCT Anggota DPRD Frovinsi, dan DPRD

Kabtrpaten/ Kota; (Vide bukti P-9 dan T-8)

Menirnbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi,
Terrnohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nornor 2IO Tahun 2023 tentang Daftar Cal.on

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Dalarn Pernilihan Umurn Tahun 2024 tanggal 3

Novernber 2o^23 yang pada pokoknya rnenetapkan samdari Satrina
Wah5runi dalarn Daftar Calon Tetap (DCT); (Vide bukti T-12)

Menirnbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjr"rdikasi,
pada tanggal 2 Desernber 2023, saudari Satrina Wahyuni
rnenyarlpaikan surat perrnohonan tindak lanjut atas pengajuan
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pengundrlran diri kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah

(Vide bukti P-71, narnlln sarnpai tanggal 7 Jante.art 2024 belurn

ada tanggapan atam balasan dari Bupati Kabupaten Hulu Sungai

Tengah;

Menirnbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi,
sesrrai Surat Dinas KPU RI Nornor: 1427 IPL.O1.4-SD lO5l2O23 tanggal

2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian calon dan

pencoretan DCT yang pada pokoknya rnenerangkan KPU Prov/KIP
Aceh dan KPU/ KIP Kab / Kota rnelakukan pernbatalan Calon

dengan rnelakukan pencoretan calon pada DCT rnernedornani

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan KPU Nornor 1O tahun 2C-23

tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Ra1qrat, Dewan

Perwakilan Ralqgat Provinsi dan Dewan Perwakilan Ralq,.at Daerah

Kab / Kota; (Vide P- 10 dan T- 13)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi,
pada tanggal 4 Januari 2024 Terrnohon rnenerbitkan Surat
Keputusan Kornisi Pernilihan Urnurn Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nornor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas kepr' tusan
Kornisi Pernilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah nornor
2lO taht.n 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Ralqaat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalarn
Pernilihan [Jmurn Tahun 2024 yang pada pokoknya rnencoret
sanrdari Satrina Wah5runi dari Daftar Calon Tetap; (Vide bukti P- 1

dan T-24)

Menirnbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi,
sesuai surat dari Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa

Kaburpaten Hulu Sungai Tengah Nornor: 412 / C06 / PD-
DPMD/I /2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Tanggapan, yang
pada pokoknya rnenyatakan bahwa Bupati Kabupaten Hulu
Sungai Tengah tidak menyetujui pengundlrran diri atas narna
Satrina Wahyuni sebagai Anggota BPD Desa Mahang Sungai
Hanyar Kecarnatan Pandawan; (Vide bukti P-13 dan T-25)

Menimbang bahwa saksi atas narna M. Pajaruddin rnenerangkan
Pada tanggal 1O Januari 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mengeluarkan surat dengan perihal Tanggapan yang ditujukan kepada
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Saudari Satrina Wah5runi dan KPU Kabupaten Hulu Sungai

Tengah yang memuat Bupati Hulu Sungai Tengah tidak menyetujui

pengunduran diri saudari Satrina Wahyuni Sebagai Anggota BPD Desa

Mahang Sungai Hanyar;

Menirnbang bahwa saksi atas nanaa M. Pajaruddin rnenerangkan

Samdari Satrina Wahyuni masih berstatr.rs sebagai Anggota BPD

Desa Mahang Sungai Hanyar selama SK pemberhentian belum ada;

Menirnbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24O ayat (1)

hrrruf k dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Pernilu juncto

ketentuan Peraturan Komisi Pernilihan Urnurm Nornor 10 Tahun
2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Ralqrat,

Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Ralqgat Daerah Kabupaten/ Kota. (selanjutnya disebut
'PKPU 10 Tahun 2023"1

Pasal 24O ayat (1) huruf k
agat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD prouinsi, dan DPRD

kabupaten/ kota adalah Warga Negara Indonesia dan
harus memertuhi persg aratan:

... s/ d
mellgultdurkan diri sebagai kepala daeralt, utakil
kepala daeral4 aparatur sipil rtegara, anggota
Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik lrtdortesia, direks| komisaris,
detaart pengatDas dan karyanaan pada badan
usah.a. rnilik rlegara dan/ atau badan usaha rnilik
daerah" atau badan lain Aang anggarannAa
bersumber dari keuangan rlegara, aang dingatakan
dengan surat pengunduran diri gang tidak dapat
ditarik kernbali;

Pasal 24O ayat (2) hurr.f h
agat (2) Kelengkapan adrninistratif balcal calon anggota DPR,

DPRD prouins| dan DPRD kabupaten/ kota
sebagaimana dimaksud pada agat (1) dibuktikan
dengan
a.
b.
c. ... s/ d
h. surat penrynduran din Aang tidak dapat ditarik

Kembalt sebagai kepala daeral4 wakil kepala

a.
b.
c.
k.
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daeral4 aparatur sipil rlegara, anggota Tentara
Nasional Indonesia-, atau anggota Kepolisian
Negara Republik lrtdonesia, direksi, kornisaris,
dewan pengatDas dan karyawan pada badan
usaLw. rnilik negara dan/ atau badan usaha rnilik
daerah serta pengurlts pada badan lain Aang
anggarannAa bersurnber dari keuangall negara

Pasal 11 ayat (2) huruf b

Selain persAaratan sebagaimona dimaksud pada agat (1), Bakal Calon

harus memenuhi persgaratan: b. mengundurkan diri sebagai kepala

desa, perangkat desa, atau anggota badan perrnusAanaaratan desa Aang

dingatakan dengan surat penguruduran diri yang tidak dapat ditarik

kembali.

Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 poin b)

Dokumen persAaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 agat (1) dan ayat (2) meliputi: b. surat perngataan Bakal

Ca.lon mengganakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN Aang dibubuhi

meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, Aang mengatakan bahwa:

6. mengundurkan dii dan tidak dapat ditaik kembali bagi Bakal Calon

Aang berstafiis sebagai: b) lcepala desa, perangkat desa, atau anggota

b ad.an perrnusA aw aratan de s a.

Pasal 15

(1) Bakal Calon Aang memiliki stahts sebagai kepala desa, perangkat

desa, atau anggota badan perrnusAawaratan desa sebagaimana

dimaksttd dalam Pasal 12 ayat fi) ruruf b angka 6 han{ b) melalui

Partai Potitik Peserta Pemilu mengerahkan keputusan

pemberhentian atas pengunduran diri gang diterbitkan oleh pejabat

Aang benuenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.

(2) Dalam hal keputusan pemberlrcntian sebagaimana dimaksud pada

agat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus mengerahkan:

a. surat pengajuan pengunduran din sebagai kepala desa,

perangkat desa, atau anggota badan permusAanaaratan desa;

dan

b. tanda teima dari pejabat gang berwenang atas penyerahan

surat pengajuan penqtnduran din sebagaimana dimaksud

dalam ?ruruf a.
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(3) Bakal Calon harus menAampaikan kepuhtsan pemberhentian

sebagaimana dimaksud pada agat (1) paling lambat sampai batas

akhir masa pencermatan rancangan DCT.

(4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencerrnatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), lceputusan pemberlrcntian tersebut belum

diserahkan kepada KPU, KPU Prouinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota

maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan

penggantian calon.

Pasal 84 ayat (3)

(3) Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD prouinsi, dan DPRD

kabupaten/ kota tidak menyerahkan kepuhtsan pemberhentian atas

pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal la agat (3)

dan Pasal 15 agat (3), KPU, KPU Prouinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD prouinsi,

dan DPRD kabupaten/ kota dalam DCT sebagaimana dimaksud

pada agat (1).

Menirnbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PKPU

10 Tahun 2023, Bakat Calon yang rnerniliki status sebagai Kepala
Desa, Perangkat Desa, atam Anggota Badan Perrnusyawaratan
Desa sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal L2 ayat (1) huruf b
angka 6 poin b rnelalui Partai Politik peserta pernilu rnenyerahkan
keputusan pernberhentian atas pengunduran diri yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan
pengajuan Bakal Calon;

Menirnbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PKPU

10 Tahtrn 2023, dalam hal keputusan pernberhentian atas
pengundnran diri sebagai Anggota Badan Perrnu.syawaratan Desa

belurn diterbitkan, Bakat Calon harr.s rnenyerahkan surat
pengajuan pengunduran diri sebagai anggota badan
permusyawaratan desa dan tanda terirna dari pejabat yang
berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri
tersebut;

Menimbang ba}.wa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi,
Majelis Adjudikasi rnenilai Pemohon tidak rnenyerahkan
keputusan pernberhentian atas pengundllran diri yang
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diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas narna samdari

Satrina Wahyuni selaku Anggota Badan Perrnusyawaratan Desa

Mahang Sungai Hanyar Kecarnatan Pandawan sebagai syarat

adrninistrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai

Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi,
Majelis Adjudikasi menilai pada saat pengajuan Bakal Calon

sebagairnana ketentuan Pasal 15 ayat (21 PKPU 1O Tahun 2023,

Pernohon tidak rnenyerahkan surat pengqjuan pengunduran diri
sebagai Anggota BPD atas narna Satrina Wahyuni dan tanda
terirna dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pengqjuan pengunduran diri;

Menirnbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi,
Majelis Adjudikasi rnenilai pengajuan pengunduran diri sebagai

anggota BPD Desa Mahang Sungai Hanyar Kecarnatan Pandawan
yang diajukan Satrina Wahyuni pada tanggal 22 J:uni 2C23 (Vide

bukti P-4\, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 1 ayat (2) huruf
b, Pasal L2 ayat (1) hurr.f b angka 6 poin b dan Pasal 15 ayat (1)

dan ayat (2) serta Larnpiran I PKPU 10 Tahun 2023;

Menirnbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis
Adjudikasi menilai Perrnohonan Pernohon tidak beralasan
rnenurut hukurn karena Calon atas narna saudari Satrina
Wah5runi yang diajukan oleh Pernohon tidak rnemenuhi syarat
sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) hurr.f b, Pasal 12 ayat (1)

hr.rrrrf b angka 6 poin b, Pasal 15 dan Pasal 84 ayat (3) PKPU 10

Tahrrn 2023;

Menirnbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang
diajukan tidak terkait dengan petiturn dan tidak dapat dibuktikan
oleh Pemohon dan Terrnohon, Majelis Adjudikasi berpendapat
tidak relevan untuk mernpertirnbangkannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang
diajukan terhadap pokok perrnohonan berkaitan dengan
pernbatalan sanrdari Satrina Wah5runi berdasarkan Surat
Keputusan Kornisi Pemilihan Urnurn Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nornor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan
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Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor
2lO tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalarn
Pernilihan lJrnum Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 serta
rnenetapkan keputusan yang rnernuat Saudari Satrina Wah5runi

dalarn Daftar Calon Tetap (DCT), Majelis Adjudikasi berpendapat
perrnohonan Pernohon tidak beralasan hukurn r.ntuk dikabulkan.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan
pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis

Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:
1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan

peraturan pemndang-undangan ;

2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan
objek Sengketa Proses Pemilu;

3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam

mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus
permohonan Pemohon; dan

5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang

cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 sebagaimana telah

diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum menjadi Undang-undang 7o Peraturan Bawaslu Nomor

9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten

Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh bulan
Januari Tahun Dua Ribu Dr:a Puluh Empat yang dihadiri oleh 1).

Nurul Huda, S.Pd., 2). Hairul, S.Pd.I., 3). Muhammad Taupik
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Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dibacakan di hadap€ua para
pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua
Puluh Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Ernpat oleh

1). Nurul Huda, S.Pd. dan 2). Hairul, S.Pd.I. masing-masing sebagai

Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan

dibantu oleh Ramadani sebagai Selaetaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ketua Majelis Anggota Majelis

ttd.

Nurul Huda, S.Pd Hairul, S.Pd.l

Sekretaris

Ramadani
NrP. 19780812 20070t I Ot2

Salinan dengan aslinya
2424

Kab. HST

d
200803 1 002

ttd

ttd

{
I

45

.1.


